PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi Tahun
2011-2015.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang...



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Ilembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan...



21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten
Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 87);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN
2011-2015
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Melawi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Melawi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan
kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Melawi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
1 (satu) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

9. Rencana...



9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah
dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
a. demokrasi;
b. berkeadilan;
c. berkelanjutan;
d. berwawasan lingkungan; dan
e. kemandirian.
(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan
tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan
daerah maupun pemerintah pusat;

c. menjamin keterkaitan dan Kkonsistensi antara perancanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah;
b. visi dan misi;

c. strategi pembangunan daerah;

d. arah kebijakan keuangan daerah;
e. arah kebijakan umum; dan

f. program pembangunan daerah.

(2) Rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif dituangkan dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diterjemahkan
menjadi program pembangunan daerah.

(3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) RPJMD dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Melawi dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi SKPD dalam
menyusun Renstra SKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam
bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian...



(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang
pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu
tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama
dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD
Tahun 2016 maka peratuaran daerah ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD
Tahun 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi .

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2012

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011-2015

UMUM

Sebagai daerah yang sedang berkembang Kabupaten Melawi terus melakukan
pembenahan guna pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, agar dapat mengatasi berbagai
permasalahan yang kompleks seperti luas wilayah dan daya dukung lingkungan,
pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan
fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, untuk
melakukan penataan kembali, pemeliharaan, peningkatan kualitas sumber daya alam,
sosial, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur, transportasi dan penanggulangan
bencana serta reformasi birokrasi pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2011-2015 ini terdiri dari 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal
yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, ruang lingkup, pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan ruang untuk melakukan penyesuaian
terhadap pelaksanaan RPJMD.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan terukur adalah setiap program mempunyai indikator
yang jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
huruf a
Cukup Jelas.
huruf b
Cukup Jelas.
huruf ¢
Cukup Jelas.
huruf d
Cukup Jelas.
huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f...



huruf f
yang dimaksud dengan program pembangunan daerah adalah termasuk di
dalamnya meliputi Program SKPD, Program lintas SKPD, dan Program
Kewilayahannya.

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan
untuk menjamin agar suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan yang
ditetapkan.

b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan, dan
hasil terhadap rencana dan standar.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kurun waktu tertentu yaitu pelaksanaan evaluasi
RPJMD dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1
(satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 6

Diperlukan dasar hukum untuk menyusun RKPD 2016 karena proses perencanaan
RKPD 2016 harus dilakukan awal tahun 2015 pada saat RPJMD 2015-2020 belum
tersusun menunggu Bupati terpilih.

Pasal 7
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 110




		







PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN   DAERAH KABUPATEN  MELAWI

NOMOR    9    TAHUN 2012



TENTANG



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011-2015



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI MELAWI,



		Menimbang

		:

		bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011-2015.



		Mengingat 



		:

		1.



		Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;



		

		

		2.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



		

		

		3.

		Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau  di Propinsi Kalimantan Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);



		

		

		4.

		Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4355);                                                                             



		

		

		5.



		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



		

		

		6.









		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4844);



		

		

		7.

		Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



		

		

		8.

		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang… 



		

		

		9.

		Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



		

		

		10.

		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 



		

		

		11.

		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



		

		

		12.

		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



		

		

		13.

		Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



		

		

		14.

		Peraturan Pemerintah Nomor 79  Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



		

		

		15.

		Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



		

		

		16.

		Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



		

		

		17.

		Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



		

		

		18.

		Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



		

		

		19.

		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



		

		

		20.

		Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan…



		

		

		21.

		Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;



		

		

		22.

		Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 87);



		

		

		23.

		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 301).







Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

		Menetapkan

		:

		PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011-2015







BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Melawi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.



9. Rencana…

9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD disusun berdasarkan asas:

a. demokrasi;

b. berkeadilan;

c. berkelanjutan;

d. berwawasan lingkungan; dan 

e. kemandirian.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.



Pasal 3

RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perancanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:

a. gambaran umum kondisi daerah;

b. visi dan misi;

c. strategi pembangunan daerah;

d. arah kebijakan keuangan daerah;

e. arah kebijakan umum; dan 

f. program pembangunan daerah.

(2) Rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dituangkan dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diterjemahkan menjadi program pembangunan daerah.

(3) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) RPJMD dilaksanakan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam menyusun RKPD dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.



BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian…

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati bersama dengan DPRD dapat menyempurnakan RPJMD. 



BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2016 maka peratuaran daerah ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi .





Ditetapkan di Nanga Pinoh

pada tanggal                       2012



BUPATI MELAWI,









FIRMAN MUNTACO



Diundangkan di  Nanga Pinoh

pada tanggal                                  2012



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,









                IVO TITUS MULYONO

          

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2012 NOMOR  9














PENJELASAN



ATAS



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR   9    TAHUN 2012



TENTANG



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011-2015





I. UMUM



Sebagai daerah yang sedang berkembang Kabupaten Melawi terus melakukan pembenahan guna pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks seperti luas wilayah dan daya dukung lingkungan, pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.	

RPJMD Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih, untuk melakukan penataan kembali, pemeliharaan, peningkatan kualitas sumber daya alam, sosial, budaya, lingkungan hidup, infrastruktur, transportasi dan penanggulangan bencana serta reformasi birokrasi pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 ini terdiri dari 6 (enam) bab dan 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, ruang lingkup, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL



Pasal 1

	Cukup Jelas.

Pasal 2

	Ayat (1)

	Cukup Jelas.

	Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terukur adalah setiap program mempunyai indikator yang jelas.

Pasal 3

	Cukup Jelas.

Pasal 4

	Ayat (1)

		huruf a

			Cukup Jelas.

		huruf b

			Cukup Jelas.

		huruf c

			Cukup Jelas.

		huruf d

			Cukup Jelas.

		huruf e

			Cukup Jelas.	



Huruf f…



huruf f

	yang dimaksud dengan program pembangunan daerah adalah termasuk di dalamnya meliputi Program SKPD, Program lintas SKPD, dan Program Kewilayahannya.	

Pasal 5

	Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

a. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan.

b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan, dan hasil terhadap rencana dan standar.

	Ayat (2)

		Cukup Jelas.

Ayat (3)

	Yang dimaksud dengan kurun waktu tertentu yaitu pelaksanaan evaluasi RPJMD dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD.

	Ayat (4)

		Cukup Jelas.

Pasal 6

	Diperlukan dasar hukum untuk menyusun RKPD 2016 karena proses perencanaan RKPD 2016 harus dilakukan awal tahun 2015 pada saat RPJMD 2015-2020 belum tersusun menunggu Bupati terpilih.



Pasal 7

	Cukup Jelas.
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